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BABIV 


PEl\TUTUP 


1. Kesimpulan 

Pengkajian yang ada pada Bab II dan Bah In dapat ditarik suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. 	 Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

dan Undang-Undang Nomor· 26 Tabun 2000 tentang Pengadilan HAM 

terdapat persamaan-persamaan khususnya mengenai mekanisme pada hukum 

acaranya, hal ini tampak dari beberapa pasal yang telah diperbandingkan 

secara terminologi dan gramatikalnya tidak: berbeda. 

b. 	 Perbedaan antara dua undang-undang ini yang paling signifikan adalah adanya 

pergeseran-pergeseran institusional artinya pada mekanisme yang sama tetapi 

institusi yang berwenang berbeda, misalnya : 

Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana yang berwenang adalah pihak: Kepolisian Rl 

Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM dilakukan oleh KOMNAS HAM. 

c. 	 Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lebih berkarakter 

represif kalau dikaitkan dari konteks penegakan HAM, sedangkan Undang

Undang Nomor 26 Tabun 2000 tentang Pengadilan HAM temyata tidak dapat 

dilepaskan dari KUHAP mengingat adanya ketentuan pasal 10, dan kedua

duanya masih punya celah untuk dipolitisir. 
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u. 	 ......t::~ucuall uall UJIU<1ug-unuang r'lomor LO J anun LUUU tentang Pengadilan 

HAM adalah pada proses penegakan hukum dari pelanggaran HAM, 

dikarenakan pada proses-proses hukum tertentu dilakukan oleh lembaga 

independen, sedangkan kekuatan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana terdapat pada mekanismenya, sehingga 

substansi hukum formil dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM yang kurang jelas hams merujuk ke KUHAP, hal ini 

dapat dilihat dari isi pasal ] 0 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM. 

e. 	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum 

dapat dikatakan sebagai penetrasi barn di bidang hukum secara totalitas, 

pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan penyelidik, dan penyidik ad 

hoc yang tidak eksplisit misalnya, membuat penyelesaian kasus pelanggaran 

HAM berat dimasa lampau, seperti tragedi Tanjung Priok sulit untuk 

diselesaikan. Substansi KUHAP yang bernuansa represif tidak relevan lagi 

untuk diaplikasikan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM herat. 

2. Saran 

Mendasarkan diri pada kesimpulan yang ada diatas, maka ada beberapa saran 

yang saya paparkan sebagai berikut : 

a. 	 Perlu adanya penghapusan pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM., sehingga substansi hukum formil Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi lebih spesiftk dan 
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definitif, yaitu dengan cara memformulasikan hukum acara barn tentang hak 

asasi manusia yang kemudian diintegrasikan dengan hukum acara Pengadilan 

HAM yang sudah ada, sehingga hukum formil Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengacu lagi pada Undang

Undang Nomor 8 Tahun 198 J tentang Hukum Acara Pidana_ 

b. 	 Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM yang tidak jelas seperti pasal ) 8 ayat 2, pasal 21 ayat 3 mengenai 

masalah pengangkatan penyelidik dan penyidik ad hoc, seyogyanya di revisi 

sehingga substansinya lebih eksplisit dan definitif, dan tidak dapat dipolitisiL 
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